BUPATI POHUWATO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Menimbang :a

Mengingat : 1.

KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tuntutan kebutuhan daerah dalam
mempercepat akselerasi perwujudan Visi dan Misi pemerintah
daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas struktur
organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Pohuwato;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang
- Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolangodan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737};

DenganPersetujuanBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN POHUWATO

Menetapkan :

dan

BUPATI POHUWATO
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 14

TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KABUPATEN POHUWATO.
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Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 14
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah
Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah
- Kabupaten Pohuwato Nomor118), diubah sebagai berikut :

1.

2.

Ketentuan Pasal 5 huruf ¢ diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;

b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dibidang sosial,
pemberdayaan dan teknologi tepat guna; dan

c. Pemberian dan/atau pelayanan umum dibidang sosial dan
pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
terdiri dari :

a. KepalaDinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial; dan
2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
d. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan

2. Seksi Pelayanan Sosial.
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e
e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Penguatan
Kelembagaan, terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pengembangan Kawasan Desa/Kelurahan; dan

2. Seksi Pendataan, Tata Administrasi Pendapatandan Kekayaan
Desa/Kelurahan.

f. Bidang Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Infrastruktur Perdesaan; dan

2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna,
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat dibidang pengembangan sumber daya alam
dan pengembangan adat budaya masyarakat.

Ketentuan Pasal 21 huruf a, huruf b, dan huruf f diubah, serta huruf c,
huruf d,dan huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Bidang Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan infrastruktur
perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

b. Penyusunan rencana Kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur
perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

dihapus;
. dihapus;
dihapus;

o oo

Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna.



5. Ketentuan pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22

(1) Seksi Pengembangan infrastruktur perdesaan, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
perencanaan kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas
kegiatan pengembangan infrastruktur perdesaan.

(2) Seksi pengembangan sumber daya alam dan pemanfaatan
teknologi tepat guna, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan,
menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis
kegiatan pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan

teknologi tepat guna.

Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

SYARIF/MBUINGA

L

Diundangkan di Marisa
pada tanggal [7 Mel 2013

SEKRETARIS DAERAH/

"
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\

BUPATEN POHUWATO,

NIP. 19640620 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR /47



VONINGN AIHVAS

=1

OLYMNHOd ILvdng

SYNIQ Ldn
VNND LYdiL I9010NXIL NVHYEM3N/vS30
NVLYVINVINId NVa WYY NYYAWIDI NVQ NYLVIVaNId VISOS NYNVAYI3d VISOS NYNIAYT NVA NYNINYE
VAV ¥IBINNS NVONVEINIONId ISVUISININGY VIVL ‘NVVIVON3d
ISX3S ISA3§ ISX3S 15335
NVvSaQuad z«w‘uu“nmwﬂx“uw%ozﬁnﬂg WISOS SYLNIAVHIY W08
NVVH3LHVI3SIN NYVNIBNAd

YNLINYLSVHANI NVONYBINIONZd

1SX3S

IINONOMN3 VHYSN NYVAVANIBNId

ISN3S

IS%3S

ISHIS ﬁl

YNNO L¥d3L (DOTICNNIL
NVO WYV ‘NYVSIOYId
HNLNNYISYHINI NVONVEWIONId

LVAVHVASYN
NVVOVBAII NVLVNDNIA NVO
INONOX3 YHYSN NYVAVOHAaW3d

WISOS
NVNVAVI3d NVQ ISVLITIOVHIY

ONVaI8

WISOS NVAINVE NVQ NYONISINIG

ONVCIg

IVYNCISONNS
‘GYI NOdWOIIA

]

oNvaIa ONvalg
NVONVNIN NYVYNYINIYId zuuﬂs &w_w% !
ns NVIOVY
NvIOVE 8 oveens NYIOVE B80S
LVINVLIYNIS

SVYNIQ ViVdaX

LWIVHVASYIN NYVAYQU3SINAd NVA TVISOS SYNIQ
HYH3YA LYIONVHId ISYSINYOYO HNLINYLS

Y43 VAV NVQ ISYSINYOUO NVNNLNIBNZD ONVINIL TT0Z NNHYL ¥ YOWON HYY3Iva NYYNLYYId SYLV NYHVANYAd -

OLVMNHOJ NILVdNEVX 1VIVIVASYIN NYVAVAHIENId NVA TVISOS SYNIQ

ONVINIL
€102 I3y [7 : ~ WoONWL
€107 NNHYL W : BOWON

OLVMNHOd N3LVANGVX HY¥IVQ NVENLYYId NYHIdW



